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Proses Peradilan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak, merupakan suatu Proses Peradilan Pidana
dengan sifat-sifat khusus, sesual dengan sifat-sifat khusus yang dimiliki seorang anak, terutama masalah
kejiwaannya. Sifat-sifat khusus inilah yang membedakannya dengan proses Peradilan Pidana yang
diterapkan untuk pelaku tindak pidana dewasa. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pelaksanaan
Proses Peradilan Pidana Anak dengan penerapan sifat-sifat khusus tersebut dan apa hambatan-hambatan
yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyongsong berlakunya
Undang-undang Peradilan Anak.

Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan secara™Y uridis-sosiologis'. Penentuan sampel dilakukan
dengan dua cara, yaitu untuk sampel dari aparat penegak hukum dilakukan secara ?Purposive Sampling” dan
untuk paratersangka, terdakwa dan terpidana ditentukan secara "Random Sampling". Sampel wilayah/lokasi
penelitian adalah "Propinsi Lampung khususnya K ota Madya Bandar Lampung". Sebagai alat pengumpul
data dipergunakan kuessioner. Analisis data dilakukan secara " Deskriptif-kualitatif”, sedangkan analisis
kuantitatif digunakan hanya sebagai pendukung analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Proses Peradilan Pidana terhadap pelaku tindak pidana
anak belum dapat dilaksanakan dengan memperhatikan sifat-sifat kekhususan tersebut secara semestinya,
dikarenakan masih kurangnya peraturan-peraturan di bidang peradilan pidana anak, juga masih kurangnya
infrastruktur yang akan menunjang pelaksanaan peraturan tersebut. Selain itu dengan memperhatikan latar
belakang sosial ekonomi seorang anak, maka kita harus melihat persoalan ini secaralebih luas. Tidak cukup
melihatnya dari sudut "Kebijakan Hukum Pidana’ tetapi jugs kita harus melihatnya dalam konteks yang
lebih luas yaitu dari sudut "Kebijakan Sosial" yang hendaknya secara lebih luas |agi kebijakan tersebut
terintegral dengan "Kebijakan Pembangunan Nasiona".

<hr><i>The Process of Criminal Trialsfor Juvenile Offendersis a process with special characteristics,
corresponding to the special characteristics owned by juveniles particularly their psychological problems.
These are special characteristics differentiating it from the process of criminal trials for adult criminals. This
research isintended to understand the performance in the process of Juvenile Criminal Trials with the
application of these special characteristics and what obstacles are encountered in its application. This
research is carried out in anticipation of the implementation of the Juvenile Trial Act.

Thisresearch is carried out with a"Legal-sociological”. The sampling procedure is carried out by two
methods, namely for the sample of judicial personnel by "Purposive Sampling” and for the defendants,
accused and criminals by "Random Sampling". The sample of the region/location for research isthe
Lampung Province in especially in Bandar Lampung Municipality. Data collection is conducted by
guestionnaires. Data analysisis carried out though the "Descriptive-qualitatively Method", where as
gualitative analysisis used only to support qualitative analysis.

The result of analysis indicates that the performance of the process of criminal trials for Juvenile offenders
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can not yet be performed to take properly into account the special the characteristics of the offenders, thisis
caused by the lact of rulesin the field of juvenile criminal trials. Likewise thereis still alack of
infrastructure to support the implementation of the existing rules. In addition, to take also into account the
socio-economy background of the juveniles, we must look at the criminal law policy aspect. However, we
must also try to look at it in awider contexts, namely from a social policy, integrated to awider "National
Development Policy".</i>



